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Rupiah dalam

EETANGGUHAN rupiah kembali
diuji menjelang pemilihan presiden
(pilpres) 8 Juli nanti. Selasa (24/6) ru-
piah menembus level psikologis bary
di level 12,000 per USD, Persaingan
ketat antara dua pasangan calon pre-
siden-wakil presiden, tampaknya, cu-
kup memengaruhi persepsi pasar ter-
hadap masa depan ekonemi kita. I
menjadi pertanda bahwa rupish masih
tentan terhadap situasi politk lna
tahunan, terutarna pilpres.

Berbeda dengan di negara-negara ma-
ju yang ngkat korupsinya sudah ren-
dah, pilpres umumnya tidak terlalu
herdampak buruk terhadap ks, Di
REgAra-negar majy, periarungan po-
litik dan fakior lurs sudeh menjadi dua
variabel vang hampir tidak saling me-
mengarulil, Di Indonesia, kampetisi
pilpres masih sering memicu kekha-
watiran bagi pelaku bisnis dan eko-
nomi, Dalam situasi inilah otoritas mo-
netet lebth dipusingkan dalam meng-
intervensi pasar, meluncurkan paket
stimulus, normalisasi volume ekspor/
impor, serta penyesualan Bl rale,

Mengapa demikian? Hal itu terkait
dengan fraest (kepercayaan) pasar, Di
negara yang ingkat korupsinya tinggi
seperti Indonesia, pelalau pasar cende-
rung spekulatif dalam melihat situasi
politik pilpres. Pada saat seperti itulah
ruplah mepgalami guncangan karena
keraguan para pelaku ekonomi. Shang-
Jin Wei dari Columbia Business Schoel,
dalam bulunya yang berjudul Corrup-
Hon, Composition of Capital Flows,
and Currency Crises {2000}, mengung-
kapkan bahwa korupsi telah berdam-
pakburuk tethadap komposisi masuknya
modal asing (capital inflows) ke nega-
ra-negara berkembang,

Aldbatnya, nilaimatavangdinegara-ne-
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gara ity punmerosol tajam, Ketika korupsi
menghantam pertahanan investasi
asing (berupa kepercayaan dan kepas-
tian hukum), invester, terutama dalam
divect inveshment; memilih pindah ke
negara lain, Padahal, sitwasi kenangan
negarayang ditinggal investor tersebut
telanjur bergantung padainvestasiasing
dan utatg luar neperi dalam membia-
yai pembangunan ekonominya.

Ekonom India Sourindsa Banerjee
mengungkapkan hal vang samea ketika
mata uang India (rupee) sempat ter-
jungkal pada Agustus tahun lalu. Men-
urut dia, korupsi dan kroniisme kaum
kapitalis sangat berperan dalam kepa-
nikan ekonomi India (investor mena-
rik dananya ke luar) sehingga rupee
merosot tajam terhadap USD, Mero-
soinya rupee itu merupakan gejalape-
nyakit keonis ekonomi India vang ga-
gal dibasmi pemerintah.

Rupiah dan Moralitas Ekonomi
Salah satd cirl pembangunan eko-
nomi pada era modernisme, aspek
moral sering diabaikan para pengam-
hil kebijakan, Ekenond modem hanya
menekankan pada profitdan pertum-
buhan ekonomi secara kuantitatif tan-

pa berusaha mengukuimya lewat ting-
kat integritas penvelenggara negara
plus kualitas hidup warga negara, Pa-
dahal, kerupsi telah banyak merusak
tatanan dan kualitas ekonomi sekaligus
melemahkan daya tahan rupiah. Ra-
kyat yang seharusnya biza menikmati
hasil-hasil pembangunan yang ber-
mutu tinggl ternyata sering dihadapkan
pada provek-proyek pemerlntah yang
berkualitas rendah.

Anggaran proyek sering menjadi ob-
jek bancakan oleh oknum-okum elite
politik dan birokrat yang berkongka-
likong detigan pengusaha hitam, Me-

1al ekonomi, yang di dalamnya seha-

tusnya terdapat budaya kerja keras,
kejujuran, ketulusan, dan produkiivi-
tas Uigel, justru ldan terpuruk, Para ok-
num yang korup tidak akan sanggup
menjalankan roda ekonomi secar pro-
gresif dan bermoral. Mereka justiu sering
menghambat orang-orang yang idea-
lis untuk berkarya di pemerntahan.

Jadi;, anieh rasanya membahas so-
lusi krisis rupiah saat kejahatan eko-
nomi berskala besar belum tuntas
diungkap dan diadili, Misalnya, kasus
BLEI (sefak 1998) yang sampai sekarang
masih menyisakan buron. Laly, kasus
bailout Bank Century (sejak 2008) vang
hingga kini sidangnya beliun meny-
entuh pengambil kebijakan. Juga, ka-
sus Hambalang, kasus suap SEK Mi-
gas, dan seterusnya, Belum lagi kasus-
kasus korupsi di berbagai instansi
pusat dan daerah. Bukankah anjloknya
rupiah pada 1997 disebabkan rusaknya
sendi-sendi perekonomian karena
kolusi dan korupsi?

Sebagaimana dialod pembuat UU
Nomor 31 Tahun 1999 vangtelah diubah
dengan UL Nomor 20 Tahun 2001 ten-
tang Pemberantasan Tindak Pidana

Kompetisi Pilpres

Korupsl, konslderan undang-undang
itu menyatakan: Akibat tindak pidana
Korpst yang texfadi sefarm ini (Orde Baru),
selain merugikan keuangan negara
alau perekondmian negara, korupsi
Juga menghambat pertumbubian dan
kelangsungan pentbangunan nasional
yang menvntul efisiensi iingei.

Jadi, kita ddak munpkin menaikkan
pertumbuban ekonomi jika korupsi
masih teris merajaleladitubuh birokrasi,
Apalagi korupsi di level elite biasanya
sulit terdeteks!, Para pelakunya tidak
lagi melakukan korupsl secara kon-
vensional, melainkan kerupsi secara
sistemis melalui konspirasi politik dan
hukum datam membuat kebijakan yang
membawa keuntungan bagi sl pem-
buat kebljakan serta kelompoknya,
Para pelakunya pun berusaha meng-
kreasl suatu sistem pertanggunglawa-
ban kebijakan yang kabur dan me-
nyiapkan celah untulk meloloskan
diri dari jerat hukum (Croall, 1993),

Oknum birokrat bisa saja bekerja
sama dengan korporasi swasta dalam
mengemplang uang negara. Misalnya,
melalui isu bantuan sosial atau daru-
rat ekonony, para oknum birokrat
menggelontor dana darl kasnegara ke
korporas! dengan format bantuan atau
pinjaman. Lalu, pemilik atau peng-
elola korpotasi dengan bebas meng-
gunakan dana itu untuk kepentingan
dirl atau kelompoknya, Apalagi me-
reka suka menghamburkan uangnya
di luar negerd, Hal it juga ilait mele-
mahkan rupiah. Inllah' tantangan
bagi presiden mendatang,
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